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BAS IV 
Penutup 
Setelah membahas mengenai \\ Tinj auan Yuridis 
Terhactap Utang Yang Tak Torbayar Pada Saat Jatuh 
Tempo", kini penulis akan monyimpulkan apa yang telah 
perlUlis uraikan pacta bab-bab sebelumnya. 
A. 	Kesimpulan 
1. 	Perjanjian utang piutang menurut jenis perjanjiannya 
adalah perjanjian pinjam rneminjam. Menurut definisi 
perj anj ian pinjarn meminjarn adalah S11a1:U perjanj i an 
dongan mana para pihak yang satu memberikan kepada 
yang lain sej umlah tertent..; barang-barang yang 
menghabis karena pomakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yangterakhir ini akan mengembalikan sejumlah 
yang sarna dari jenis dan mutu yang sama pula (pasal 
17 54 B''''). 
Dalam BW, sebenarnya telah diatur tentang 
pormasalahan utang piutang ini, mulai dari bagaimana 
timbulnya hubungan hukum para pihak sampai bagaimana 
penyelesaian sengketa utang yang tak terbayar balk 
yang hanya memili ki sa tu kreditllr maupun lebih. 
2. 	Penyelesaian sengketa utang yang tak ter:bayar pacta 
saat jatuh tempo dapat juga diselesaiakan melal 
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jalur dl 1uar peradl1an, yaitu me1alui jalur 
Alterr.atlf Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam 
Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa ini pa:r:C! 
pi.~ak yang bersengketa dapat rnemili.h cara-cara 
penye1esaian yang dikehendaki oleh kedua belah 
pihak. 
Penyelesaian sengketa utang yang tak terbayar pada 
saat jatuh tempo juga dapat diselesaikan melalui 
pengadi1an Nege.ci. Adapun yang menjadl alasdnnya 
adalah debitur melakukan wanprcstasi schingga 
kreditur berhak menggugat debitur untuk menuntut 
~aknya pada debitur. 
Selain cara-cara diatas, untuk mengatasi 
permasalahan utang ini pemerintah mengeluarkan Perpu 
NO.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Kepalitan, dl mana me1alui Perpu 1£11 pem81:1ntar, 
menyempurnakan undang-undang kepai1itan yang saat 
itv ber1aku yang berasa1 dari warisan kolonial 
Belanda, yang kemudian diubah rEenjadi Undanq-undang 
Nc.4/1998 Tentanq Kepai 1 itan. Dimana dalam ua 
Kepailitan terdapat penyelesaian sengketa melalui 
jalur peradUan yai tu melalui pengadilan niaga. 
Dirrana me1al:.Ii pengadilan n1ago., kredit1;r dapat 
meminta agar debitur dinyatakan pailit. 
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B. 	Saran 
1. 	Dengan akan datangnya sistem perdagangan beDas, maka 
para pengusa~,a harus lebih profe.sional dalam 
mengelola usaha-usaha mereka. Hereka harus benar­
benar menjalankan prinsip-prlnsip ekono:nl peru:3ahaan 
yang sehat sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang 
berlaku, mentaati segala macam peraturan 
perundangang-undangan yang berlaku, dan hisa mandiri 
da1am art ian tidak menggantungkan bantuan baD: 
~ ~;berupa proteKsi ataupun kebijaksanaan lain da~~ 
pemerintah, sehingga diharapkan ket,~k<3 berlakunya 
5istem pasar babas mereka bisa bersaing secara sehat 
dengan pengusaha dari luar. Selain itu juga agar 
tidak terjadi 1agi kasus utang yang tak terbayar 
pada saat jatuh tempo, yang pada dasarnya para 
pengusaha juga punya peranan dalam memacetkan kreciit 
mereka .eendiri. 
2.8agi para pj,hak yang sekarang g,i ted ibat masalah 
sengketa utang yang tak terbayar pada saat jatuh 
tempo, hendaknya mengutamakan penyelesaian sengketa 
yang menghas ilkan solusi yang baik bagi keciua helan 
pihak. Dalam hal ini penyelesaian sengketa melalui 
negosiasi lebih dianjurkan agar dapat tercapai 
kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pinaL 
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3. 	Seiring dengan kenajuan disegala bidang, pemerintah 
hendaknya meningkatkan pembangunar: hukum nasional 
sehingga dapat tercapai pergantian pranata hukUT:l 
kQlonial menjadi hukurn nasional, selain it\l agar 
hukum di Indonesia mampu mengikuti perkembangan yang 
sangat pesat di seala bidang sehingga mampu menjawab 
setiap tantangan kebutuhan hukurr, disegala bidang. 
